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MOTTO 

 “Cinta Butuh Proporsi, Karena Akhirnya, Kepada Dia Kita 

Pertanggungjawabkan Hati” 

ADA KADAR UNTUK SEGALA SESUATUNYA : Ibarat dompet penuh berisi 

tunai, seseorang membelanjakan cintanya pada berbagai hal. Pada karir, pada 

orang tua, pada kekasih, pada lingkungan, dan pada dirinya sendiri. Semuanya 

butuh kebijaksanaan. Untuk menimbang kadar yang pantas untuk ketenangan. 

Apa yang berlebihan bersahabat dengan ketidakseimbangan, berujung pada 

kesulitan. Cukup kan sekadar pada yang lain, tumpahkan semua pada dia, sang 

penyantun batin.   
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ABSTRAK 

BATASAN KEADAAN DARURAT TINJAUAN PASAL 7 DAN PASAL 22 

AYAT (1) HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 

TENTANG PEMASYARAKATAN 

Septian Dwi Anggara Putra 

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik 

 

Hak narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berkaitan dengan 

ketiadaan pengaturan yang tegas dan terperinci mengenai batasan pelaksanaan 

hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penulis mengangkat dua permasalahan. 

yaitu: 1) Bagaimana batasan pelaksanaan hak tahanan di Rumah Tahanan Negara 

berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang 

Pemasyarakatan; dan 2) Apakah pembatasan hak narapidana di Rumah Tahanan 

Negara telah sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan 

hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tentang kondisi darurat. 

Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum 

normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual 

(conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan 

pendekatan historis (historical approach). 

 Hasil pembahasan dari penelitian ini yang pertama bahwa pelaksanaan 

hak tahanan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang 

Pemasyarakatan telah menjamin perlindungan HAM, namun batasan 

pembatasannya belum dirumuskan secara jelas sehingga menimbulkan kekaburan 

norma dan berpotensi mengurangi kepastian hukum dalam penerapannya. Dan 

kedua bahwa Pembatasan hak narapidana dalam kondisi darurat berdasarkan Pasal 

22 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 harus sesuai prinsip 

legalitas, proporsionalitas, dan HAM. Namun, kekaburan norma mengenai 

parameter kondisi darurat dan batas pembatasan hak menimbulkan potensi 

perbedaan penafsiran dalam penerapannya. 

 

Kata Kunci : Batasan; Keadaan Darurat; Pemasyarakatan. 
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ABSTRACT 

LIMITATIONS OF EMERGENCY SITUATIONS REVIEW OF ARTICLE 7 AND 

ARTICLE 22 PARAGRAPH (1) LETTER b OF LAW NUMBER 22 OF 2022 

CONCERNING CORRECTIONAL SYSTEMS 

Septian Dwi Anggara Putra 

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik 

 

Prisoners' rights in State Detention Centers (Rutan) are related to the lack 

of strict and detailed regulations regarding the limits on the exercise of prisoners' 

rights as stipulated in Article 7 of Law Number 22 of 2022 on Correctional 

Facilities. The author raises two issues: 1) How the limits on the exercise of 

detainees' rights in State Detention Centers are based on Article 7 of Law Number 

22 of 2022 on Correctional Facilities; and 2) Whether the restriction of prisoners' 

rights in State Detention Centers complies with the principles of legality, 

proportionality, and the protection of human rights as guaranteed in Article 22 

paragraph (1) letter b of Law Number 22 of 2022 on Correctional Facilities 

concerning emergency conditions. 

In this research, the author uses normative legal research methods with 

three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and 

historical approach. 

The results of this study are, first, that the implementation of prisoners' 

rights based on Article 7 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections has 

guaranteed human rights protection, but the limits of these restrictions have not 

been clearly formulated, causing some ambiguity in the rules and potentially 

reducing legal certainty in their application. And second, that the restriction of 

prisoners' rights in emergency situations based on Article 22 paragraph (1) letter 

b of Law Number 22 of 2022 must comply with the principles of legality, 

proportionality, and human rights. However, the unclear norms regarding the 

parameters of emergency conditions and the limits of rights restrictions create 

potential differences in interpretation when applied. 

 

Keywords: Limitations; Emergency Conditions; Corrections. 
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